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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 Dari pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa keseimpulan 

sebagai berikut: 

1) Idealized Policy (Kebijakan Ideal) 

 Ramainya pembeli dan lokasinya yang strategis membuat para PKL masih bertahan 

untuk berjualan di eks Pasar Geliting. Untuk itu, Satpol-PP menggunakan pendekatan 

SIMANIS yaitu Simpatik dan Humanis. Kemudian supaya barang dagangan mereka 

laku, semua PKL di eks Pasar Geliting harus kompak mau dipindahkan ke Pasar 

Wairkoja agar proses transaksi jual beli hanya dilakukan di Pasar Wairkoja. 

2) Target Groups (Kelompok Sasaran) 

 Para pedagang kaki lima di eks Pasar Geliting mekatakan bahwa barang dagangan 

yang mereka jual di Pasar Wairkoja tidak laku karena sepinya pembelidan lokasinya 

yang kurang strategis yang membuat mereka mengalami kerugian dibandingakan 

dengan di eks Pasar Geliting yang ramai pembeli dan lokasinya yang strategis yang 

membuat mereka mendapatakan keutungan. Kondisi ini membuat warga terganggu 

akibat keramian aktifitas di eks Pasar Geliting yang membuat kebisingan dan 

menggangu aktifitas pejalan kaki. Selain itu, keberadaan PKL juga membuat kerugian 

bagi pemilik kios dimana ada PKL yang menjual dagangan di depan kiosnya sehingga 

menghalangi orang untuk berbelanja di kiosnya. Berbeda dengan warga lainnya tidak 

merasa terganggu dengan keberadaan PKL di eks Pasar Geliting. 

3) Implementing Organization (Organisasi Pelaksana) 

 Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka tidak lagi melakukan 

pemantauan terhadap aktivitas di eks Pasar Geliting karena statusnya yang dahulunya 

sebagai pasar sudah di alih fungsikan ke Pasar Wairkoja. Sehingga Pemerintah daerah 

Kabupaten Sikka bekerjasama dengan SatPol-PP dan Damkar untuk melakukan 

penertiban kepada PKL yang melakukan pelanggaran, sehingga semua urusan terkait 

penertiban PKL di eks Pasar Geliting diserahkan kepada Sat PolPP dan Damkar 

Kabupaten Sikka mulai dari tindakan penegakan sampai pada pemberian sanksi kepada 
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PKL yang melakukan pelanggaran. Kemudian, sebelum melaksanakan penertiban di eks 

Pasar Geliting, Satpol-PP melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa 

Geliting. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran 

serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar. 

4) Environmental Factors (Faktor Lingkungan) 

 Alasan ekonomi yang membuat para PKL tetap bertahan untuk berjualan 

menggunakan fasilitas umum di wilayah eks Pasar Geliting karena lokasinya yang 

strategis dan pembelinya juga ramai. Fakor ekonomi juga menghambat pemerintah 

dalam membangun infrastruktur baru untuk kebutuhan pedagang. Selain itu faktor 

lainnya yaitu faktor sosial, dimana kurangnya kekompakkan yang menyebabkan 

kerenggangan dalam hubungan satu pedagang dan pedagang lainnya. Hal ini 

dikarenakan ada pedagang yang yang sudah mau dipindahkan ke Pasar Wairkoja tetapi 

ada yang masih berjualan di eks Pasar Geliting. 

6.2 Saran 

1) Saran untuk Pemerintah 

(a) Pemerintah harus lebih memaksimalkan penyampaian informasi tentang keberadaan 

Perda Penertiban PKL agar tidak dijumpai PKL yang masih beralasan tidak 

mengetahui peraturan yang ada. 

(b) Diharapkan pemerintah membangun fasilitas umum berupa air di Pasar Wairkoja. 

(c) Diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam menertibkan para PKL. 

(d) Diharapkan Pemerintah Daerah juga harus mengkaji kembali terkait lokasi pasar, 

apakah lokasi tersebut strategis ataukah tidak, mengkaji kembali kebijakan yang 

dibuat terkait penutupan Pasar Lama Geliting sehingga tidak ada lagi pedagang kaki 

lima, dan tidak ada keributan antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah 

2) Saran untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) 

(a) Hendaknya PKL menyadari bahwa tempat untuk berdagang yaitu Pasar Wairkoja 

sehingga PKL harus merelakan untuk dialokasikan sesuai dengan keputusan dan 

kebijakan pemerintah.  

(b) Para PKL seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar 

terciptanya keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak. 
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(c) Seharusnya para pedagang lebih kompak mau direlokasikan ke Pasar Wairkoja agar 

tidak menimbulkan perselisihan antara pedagang di Pasar Wairkoja dan eks Pasar 

Geliting. 
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LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN 
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